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ABSTRAK 
 

 Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka atau pendekatan 

perundang-undangan(Statue approach) dengan obyek penelitian ialah Undang-

Undang Ketenagakerjaan dan Putusan MK No 13/PUU-XV/2017, dengan judul 

“Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Pernikahan Pasca Putusan MK No 

13/PUU-XV/2017 Prespektif Fiqih Siyasah Dusturiyah . Skripsi ini ditulis untuk 

menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. 

Bagaimana PHK atas alasan ikatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang 

nomor 13 Tahun 2003 pasca putusan Mahkamah Konstitusi ? 2. Bagaimana 

tinjauan fiqh siyasah dusturiyah atas alasan ikatan perkawinan berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ? 

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik 

observasi peraturan perundang-undangan dan putusan MK serta studi pustaka 

yang kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif dalam menjabarkan data 

tentang undang-undang ketenagakerjaan pasca putusan MK. Selanjutnya data 

tersebut dianalisis dari perspektif siyasah dusturiyah dan hukum positif dengan 

teknik kualitatif dalam pola pikir deduktif, yaitu dengan meletakkan norma 

siyasah dusturiyah sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai 

analisis pemutusan hubungan kerja menurut undang-undang ketenagakerjaan 

pasca putusan MK 

 Hasil penelitian analisis ini menyimpulkan bahwa adanya undang-undang 

ketenagakerjan yang dirasa merugikan pihak karyawan yang terdapat kata 

kecuali dimana apabila seorang karyawan hendak melakukan perkawinan dalam 

satu perusahaan maka salah satu diantara mereka harus memutus hubungan kerja, 

dengan adanya undang-undang yang dirasa merugikan karyawan dan 

bertentangan dengan undang-undang dasar sehingga timbul sebuah gugatan ke 

MK, dimana isi putusan tersebut memperbolehkan seseorang melakukan 

permikahan dalam satu perusahaan tanpa harus memutus hubungan kerja. 

seseorang boleh melakukan pernikahan dalam satu perusahaan tanpa harus 

memutus hubungaan kerja. Selanjutnya putusan tersebut dianalisis ke dalam 

siyasah dusturiyah dibagian siyasah qodla’iyyah yang menjelaskan tentang 

kehakiman serta mendukung dengan adanya isi putusan yang dikeluarkan oleh 

MK karena putusan tersebut menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat 

khususnya bagi pekerja yang hendak melakukan pernikahan dalam satu 

perusahaan. 

 Sejalan dengan kesimpulan diatas maka hendaknya putusan tersebut tetap 

dijalankan sebagaimana isi putusan yang berlaku agar tidak ada lagi kerugian 

bagi masyarakat pekerja yang hendak melakukan pernikahan serta pemerintah 

harus lebih berhati-hati dalam membuat sebuah perundang-undangan karena 

sebelum putusan tersebut keluar tentunya banyak pihak yang membatalkan 

pernikahan. 
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1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

Tenaga kerja merupakan faktor yang strategis untuk mewujudkan 

pembangunan indonesia. Peran pemerintah untuk mewujudkan upaya 

pembangunan dengan menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja.
1
 

Negara indonesia adalah negara yang adil dan berdaulat serta kekuasaan 

tertinggi terletak dirakyatnya dan tercantum di Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 1 ayat (2) yang 

berbunyi,”Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar.
2
 

Dalam hal ini pemerintah wajib membangun serta memberi perlindungan 

kepada para pekerja terhadap jaminan kesehatan dan jaminan untuk 

keselamatan serta hak-hak setiap pekerja untuk mewujudkan sistem kerja 

yang harmonis saling mengerti saling memilik rasa peduli antara pemilik 

perusahaan dengan karyawan, karena apabila pekerja atau karyawan memiliki 

hubungan kerja yang harmonis tidak ada pihak yang dirugikan maka akan 

membuat karyawan dan pemilik perusahan tidak ada hal benci-membenci. 

Dalam beberapa tulisan tentang ketenagakerjaan sering kali kita temukan 

penulisan yang berbunyi “pekerja atau buruh adalah tulang punggung 

perusahaan” Semboyan ini nampak biasa saja seperti tidak ada maknanya, 

                                                             
1 Ekowati retnaningsih, Akses Layanan Kesehatan (Jakarta: Raja Grafindopersada, 2003), 1.   
2 Lihat Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Bentuk dan Kedaulatan 
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tetapi apabila kita kupas memliki makna yang sangat dalam
3
. Pekerja 

dikatakan sebagai tulang punggung perusahaan karena apabila perusahaan itu 

tidak memiliki pekerja atau buruh maka perusahaan tidak akan bisa berjalan. 

Perkembangan zaman yang semakin canggih dan persaingan yang 

semakin ketat membuat beberapa perusahaan meningkatkan produksinya 

untuk tetap eksis didunia bisnis, peningkatan ini tentunya harus melibatkan 

kerja sama yang pas antara pihak pemilik perusahaan dengan pihak pekerja, 

oleh sebab itu biasanya perusahaan melakukan sistem persyaratan bagi pekerja 

serta melakukan sistem perjanjian antara pihak perusahaan dan pihak pekerja. 

Perjanjian adalah dimana seseorang melakukan ikatan untuk melakukan 

suatu hal atau kerja sama. Perjanjian ini melibatkan antara dua pihak yang 

membuatnya yang saling menyetujui. Dalam bentuknya perjanjian ini 

mengandung ucapan serta kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.
4
 

Perjanjian itu biasanya harus disetujui oleh kedua bela pihak antara pihak 

pemilik perusahaan dan pihak pekerja dan tidak ada yang saling merugikan 

antara pihak pekerja dan perusahaan. Dan pemerintah disini berperan sebagai 

pengawas dalam mengawasi perusahan dan karyawan. Disini pemerintah 

membuat Undang-Undang tentang ketenagakerjaan yang bertujuan untuk 

melindungi setiap warganya yang menjadi buruh diperusahaan dan menjadi 

pelindung bagi kaum buruh atau karyawan. Pada dasarnya pihak perusahaan 

melakukan perjanjian semata-mata untuk meningkatkan produksi serta 

memperlancar jalannya suatu usaha oleh sebab itu setiap perusahaan selalu 

                                                             
3
 Zainal Asikin, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 75. 

4 R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: PT. Intermasa, 2005), 1. 
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melakukan perjanjian dengan karyawannya. Dalam setiap perjanjian pihak 

perusahaan dilarang melakukan perjanjian yang m\elanggar Undang-Undang 

tentang ketenagakerjaan, karena dari segi kehidupan yang lebih membutuhkan 

adalah karyawan atau buruh jadi pihak perusahaan lebih menguasai jalannya 

suatu perjanjian. Oleh sebab itu pemerintah membentuk Undang-Undang 

tentang ketenagakerjaan yang tujuaanya  adalah untuk melindungi hak-hak 

setiap pekerja. 

Harapan pemerintah agar pemutusan hubungan kerja disuatu perusahaan 

tidak terjadi antara pemilik perusahaan dengan karyawan. Maka dibuatlah 

Undang-Undang No. 12 Tahun 1974 yang mengatur tentang pemutusan 

hubungan kerja
5
. Alasan pemerintah membuat Undang-Undang ini tidak lain 

untuk melindungi hak-hak para pekerja agar pihak perusahaan tidak memutus 

hubungan kerja dengan alasan yang dikira merugikan kaum buruh atau 

karyawan. 

Saat melakukan suatu pekerjaan seorang karyawan atau buruh pastinya 

bekerja secara bersama-sama dan saling membantu antara pekerja satu dengan 

pekerja yang lainnya, rasa saling membantu rasa saling perhatian antara 

pekerja satu dengan pekerja yang lain biasanya menimbulkan rasa cinta dan 

sayang. Karena setiap manusia yang normal pastinya memiliki hati dan kasih 

sayang, oleh sebab itu banyak kita jumpai pertemuan pertemuan jodoh disatu 

perusahaan karena timbul dari rasa saling membantu antara pekerja satu 

dengan pekerja yang lain dan berubah menjadi rasa ingin bersatu. 

                                                             
5
 G. Kartasaputra,Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila,(Jakarta: Sinar 

Grafika,1986), 288. 
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Hal ini membuat perusahaan melarang karyawan melakukan hubungan 

asmara hingga kejenjang pernikahan yang dianggap memaksa dan merugikan 

karyawan atau buruh yang masih satu perusahaan. Dengan berpacu pada Pasal 

153 ayat (1) huruf f yang berbunyi “perusahaan dilarang melakukan 

pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai 

pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya 

didalam satu perusahaan. Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
6
   

Pasal ini dibuat alasan perusahaan untuk melarang karyawan menikah 

dalam satu perusahaan. Hal ini sangatlah bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28C ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak 

untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif 

untuk membangun masyarakat bangsa dan negara” serta bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang 

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil 

serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
7
 

Pasal tersebut sangatlah bertentangan tentang Undang-Undang dasar 

karena sangat membatasi hak-hak pekerjanya, hal tersebut membuat para 

pihak yang dirugikan melakukan gugatan mengenai peraturan yang dirasa 

merugikan para karyawan karena menurut Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia pasal 10 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak membentuk 

suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah” dan 

                                                             
6
 Lihat Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal153 

7 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28c Ayat (2) dan Pasal 28d Ayat (1) 
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ayat (2) yang berbunyi “perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas 

kehendak bebas calon suami istri yang bersangkutan, sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan”.
8
 Apabila perkawinan gagal dikarenakan dua pihak yang 

masih terikat dengan perusahaan maka hal ini sangat merugikan para pihak 

karyawan karena harus memutus hubungan perkawinan demi sebuah 

pekerjaan, beberapa pihak yang merasa dirugikan mencoba menggugat Pasal 

153 ayat (1) huruf f ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar dan diajukan pada Putusan Nomor 13/PPUU-

XV/2017. Dengan amar putusan yang berbunyi “mengabulkan permohonan 

para pemohon untuk seluruhnya. 

Dengan Putusan Nomor 13/PPUU-XV/2017 yang awalnya tidak 

membolehkan seorang karyawan menikah dalam satu perusahaan dengan 

alasan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang berbunyi “perusahaan dilarang 

melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh 

mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau 

buruh lainnya didalam satu perusahaan. Kecuali telah diatur dalam perjanjian 

kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama”. Kini Mahkama 

Konstitusi membatalkan Pasal tersebut dan membolehkan seorang karyawan 

bekerja dalam satu perusahaan dengan ikatan suami istri. 

Apabila konteks ini ditarik menurut hukum islam permasalahan ini masuk 

kedalam siyasah dusturiyah. Permasalahan didalam fiqih siyasah dusturiyah 

adalah hubungan antara pemimpin dengan rakyat serta kelembagaan-

                                                             
8 Lihat Undang-Undang HAM Pasal 10 ayat (1) dan (2) 
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kelembagaan didalam masyarakat.
9
 Karena pihak yang terlibat dalam 

permasalahan ini adalah pihak penguasah dan karyawan. Dari penjelasan 

berikut terdapat sebuah kisah tentang islam dizaman Nabi Muhammad, ketika 

Nabi muhammad menjumpai salah satu sahabat yang memukul budaknya 

dengan sepontan Nabi mengatakan “ketahuilah wahai Abu mas’ud, Allah 

lebih kuasa untuk menghukummu seperti itu, dari pada kemampuanmu untuk 

menghukumnya”. Setelah melihat kejadian itu Nabi pun tampak kasian 

melihat budak tersebut dan menyuruh Abu mas’ud untuk meminta maaf, serta 

Nabi pun bersabda: 

نُ وْهُمْْ  وَل تُكَلِّفُوْهُمْْ مَا يَ غْلِبُ هُمْْ فَإِنْْ كَلَّفْتُمُوْهُمْْ فَأَعِي ْ

Artinya: 

Janganlah kalian membebani mereka (budak), dan jika kalian 

memberikan tugas kepada mereka, bantulah mereka. (HR. Bukhari 

no.30) 

Dari hadis ini dijelaskan seorang majikan dilarang membebani 

budaknya, karena perlu kita ketahui setiap manusia sama derajatnya 

disisi tuhannya hanya saja yang membedakan nilai takwa. 

جْرَهُْأَْ رًا فَسْتَ وْْ فَى مِنْهُْ وَلَمْْ يُ عْطِْ   ثَلََثةَْ  أنَاَ خَصْمُهُمْْ يَ وْمَْ اْلقِيَامَةِْ وَرجَُلْ  اسْتَأْجَرَْ أجِي ْ

Artinya: 

Ada tiga orang, yang akan menjadi musuhku pada hari kiamat, 

orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi 

                                                             
9
 Prof.H. A. Djazuli fiqh siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu 

Syariah,(Jakarta: Kencana, 2004), 47. 
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tugasnya, namun dia tidak memberikan upahnya.  {HR. Bukhari 2227 

dan Ibn Majah 2442 } 

Isalam sangatlah melarang keras apabila seorang majikan atau pengusaha 

merugikan buruhnya karena meskipun buruh tingkatanya berada dibawah 

tetapi seorang pengusaha tidak akan bisa menyelesaikan suatu pekerjaannya 

tanpa adanya buruh hal itu dipertegas dengan beberapa hadist nabi yang lebih 

membela dan melindungi hak-hak buruh. 

Sehingga dengan alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk 

menganalisa Putusan Nomor 13/PPUU-XV/2017 yang akan ditulis dalam 

skripsi yang berjudul ‘PHK Atas Alasan Ikatan Pernikahan Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 Prespektif Fiqih Siyasah 

Dusturiyah’ 

 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya yakni. 

a. Suatu perjanjian antara pemilik perusahaan dengan karyawan yang 

membatasi hak-haknya. 

b. PHK yang dilakukan terhadap pekerja yang memiliki ikatan 

perkawinan 

c. Terjadi perjanjian yang dirasa merugikan karyawan. 
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d. Adanya larangan terhadap karyawan untuk menikah dalam satu 

perusahaan. 

e. Pasal 153 ayat (1) huruf f yang tidak memberikan jaminan terhadap 

karyawan. 

f. Pasal 153 ayat (1) huruf f yang dirasa merugikan hak-hak pekerja dan 

lebih menguntungkan pemilik perusahaan. 

g. Pasal 153 ayat (1) huruf f yang dirasa bertentangan dengan UUD NRI 

1945 Pasal 28 C ayat (2). 

h. Pasal 153 ayat (1) huruf f yang dirasa bertentangan dengan UUD NRI 

1945 Pasal 28 D ayat (1). 

i. Adanya gugatan ke MK untuk menguji Undang-Undang 

Ketenagakerjaan 

j. Adanya pembatalan MK terhadap Undang-Undang nomer 13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang dirasa 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28 C ayat (2). 

k. Adanya pembatalan MK terhadap Undang-Undang nomer 13 tahun 

2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang dirasa 

bertentangan dengan UUD NRI 1945 Pasal 28 D ayat (2). 

  

2. Batasan Masalah 

Pembahasan yang lebih spesikif terhadap masalah dilaksanakan untuk 

mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dan lebih jelas serta tidak meluas 

dengan membatasi masalah yang akan dikaji, yaitu: 
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1. PHK atas alasan ikatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 

 13 Tahun 2003 pasca putusan Mahkamah Konstitusi. 

2. Tinjauan fikih Siyasah Dusturiyah atas alasan ikatan perkawinan 

 berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 pasca putusan 

 Mahkamah Konstitusi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari penjabaran latar belakang diatas dan pembatasan masalah yang akan 

dikaji, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana PHK atas alasan ikatan perkawinan berdasarkan Undang-

Undang nomor 13 Tahun 2003 pasca putusan Mahkamah Konstitusi ? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah atas alasan ikatan perkawinan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi ? 

  

D. Kajian Pustaka 

Berikut akan diuraikan secara ringkas tentang kajian/penelitian yang 

sudah pernah dilakukan diseputar masalah ketenagakerjaan. Agar tidak terjadi 

suatu pengulangan atau duplikasi  kajian/penelitian. Kajian/penelitian berikut 

adalah yang dapat ditemukan oleh penulis sejuah yang berkenaan dengan 

masalah-masalah yang akan ditulis. 

1. Skripsi dengan judul, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga 

Kerja di Indinesia (Suatu Study Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 
 

 

Tenaga Kerja Outsourcing)”. Hak-hak asasi bagi para tenaga kerja di 

Indonesia telah diatur dalam konstitusi baik dalam UUD 1945, Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maupun 

dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 

Walaupun telah ada peraturan yang mengatur tentang hak asasi bagi 

para tenaga kerja, akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi 

pelanggaran. Terbukti dengan adanya Pasal 64 Undang-Undang 

Ketenagakerjaan yang mengatur tentang Outsourcing, dimana dalam 

perkembangannya dengan adanya sistem outsourcing tersebut banyak 

terjadi pergeseran dalam penerapan sistem outsourcing. Outsourcing 

yang pada awalnya hanya dikenakan terhadap jenis pekerjaan yang tidak 

berhubungan langsung dengan proses produksi yaitu kegiatan yang 

berhubungan di luar usaha pokok (core business) pada suatu perusahaan, 

akan tetapi pada kenyataannya hampir semua jenis pekerjaan dikenakan 

outsourcing. Penelitian ini akan menguraikan berkaitan dengan 

perlindungan hak asasi manusia bagi para tenaga kerja khususnya bagi 

tenaga kerja outsoutcing di Indonesia. Metyode penelitian yang 

digunakan adalah Yuridis normatif dengan pendekatan yang digunakan 

yaitu Pendekatan Perundang-Undangan. Hasil yang diperoleh bahwa 

dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011 

tentang Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, 

merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi para pekerja 
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outsourcing. Karena dalam putusan tersebut menyatakan bahwa 

outsourcing hanya diperbolehkan terhadap jenis pekerjaan yang 

tercantum dalam Pasal 59 Undang- Undang Ketenagakerjaan. Untuk 

menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Menteri 

Ketenagakerjaan dan Transmigrasi juga mengeluarkan Surat Edaran 

Nomor B.31/PHIJSK/I/2012 tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/ 2011.
10

 

2.   Skripsi yang berjudul, “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu” Dengan 

dilehalkanya status pekerja kontrak dalam undang-undang nomer 13 

tahun 2003 tentang ketenagakerjaan kemudian menyulut dan perdebatan 

aksi protes hal tersebut didasarkan praktek dilapangan bahwa banyak 

buruh tetap yang telah lama dan memiliki upah layak tiba-tiba 

diberhentikan dan diganti menjadi kontrak. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian pustaka yang berusaha menemukan dan menggali wacana 

konsep perjanjian buruh kontrak berdasarkan Undang-Undang  nomer 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tujuan analisis ini adalah 

mendistripsikan dan mengkomparasikan proses perjanjian kerja sistem 

kontrak dalam pandangan hukum islam dan Undang-Undang nomer 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.
11

 

                                                             
10

 Dewi Natalia, skripsi “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja di Indonesia (Suatu     
Study Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Tenaga Kerja Ourtsorcing)”, 
(Purwokerto,Universitas Jendral Sudirman: 2013) 

11
Khusnan Iskandar Skripsi “Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu”,(Jogjakarta,Uin Sunan   

Kalijaga: 2007)  
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Sementara itu skripsi yang akan dibuat oleh penulis dalam skripsi ini akan 

menggodok masalah tentang hak-hak bagi karyawan yang menikah dalam satu 

perusahaan yang dirasa sangat merugikan karyawan karena dirasa Undang-

Undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) 

huruf f dirasa sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1924 Pasal  

28C ayat (2) dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) serta penulis 

juga akan menggodok alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-

Undang nomer 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) 

huruf f. Dan yang menjadi menarik penulis juga akan membahas tinjauan fiqih 

dusturiyah terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang pembatalan 

Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tenantang ketenagakerjaan Pasal 153 

ayat (1) huruf f. Tentunya dengan argumen dan dalil-dalil hukum dalam 

pandangan ketatanegaraan Islam (siyasah). 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah: 

1. Untuk mengetahui PHK atas alasan ikatan perkawinan berdasarkan 

 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 pasca putusan Mahkamah 

 Konstitusi. 

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh Siyasah Dusturiyah atas alasan ikatan 

 perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 pasca 

 putusan Mahkamah Konstitusi 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian 

Dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penulis ini diharapkan  dapat 

memberikan kegunaan atau manfaat sebagai berikut: 

1. KegunaanTeoritis 

   Penulis ini diharapkan mampu memberikan beberapa gambaran 

teoritis tentang sebuah PHK yang dilakukan oleh perusahaan yang dikira 

merugikan setiap warga yang memiliki ikatan perkawinan  dengan 

alasan Undang-Undang ketenagakerjaan pasal 153 ayat (1) huruf f. 

Selain itu penulis juga diharapkan mampu memperbanyak pengetahuan 

ilmu hukum mengenai ketenagakerjaan yang lebih jelas dalam 

pandangan Hukum Tata Negara. 

2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai gambaran sekaligus 

masukan atau sumbangan mengenai sistem ketenagakerjaan di indonesia 

agar lebih memantau setiap aktifitas yang dilakukan pekerja untuk 

memberikan lindungan dan hak-hak para pekerja. Serta diharapkan 

pemerintah juga lebih berhati-hati dalam membuat Undang-Undang atau 

peraturan harus dilihat dulu manfaat bagi rakyatnya. 

 

G. Definisi Oprasional 

Definisi oprasional dimaksudkan untuk menghindari kesalahan 

pemahaman dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah 

dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “PHK Dengan 
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Alasan Pasal 153 Berdasarkan Undang-Undang Nomer 13 Tahun 2003 Paska 

Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Prespektif Fiqih Dusturiyah”, yaitu: 

 

 

1.  PHK 

Pemutusan hubungan kerja antara karyawan dengan perusahaan, PHK 

dibagi menjadi dua yaitu: 

a.  PHK perseorangan  

Pemutusan hubungan kerja yang biasanya dilakukan oleh 

seseorang karena keinginannya sendiri, atau karena perbuatan-

perbuatannya, dalam hal keinginannya sendiri atau dari niat suatu 

perusahaan untuk orang tersebut 

b.  PHK secara besar-besaran   

Pemutusan hubungan kerja besar-besaran yang dilakukan oleh 

suatu perusahaan, hal ini terjadi apabila perusahaan dalam satu bulan 

pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan sepuluh orang atau 

lebih, atau mengadakan suatu indikat untuk mengadakan pemutusan 

hubungan kerja secara besar-besaran.
12

  

2.  Fiqih Dusturiyah 

Hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak 

lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di didalam masyarakat, 

                                                             
12

G. Kartasaputra, Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila,(Jakarta: Sinar  

Grafika,1986), 294-295, 
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fiqih Dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan 

kompleks, Sekaligus demikian, secara umum, disiplin ini meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

 1.  Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan). 

 2.  Persoalan immamah, hak dan kewajibannya. 

 3.  Persoalan rakyat, statusnya, dan hak-haknya.
13

 

Fiqih dusturiyah ini biasanya lazim disebut sebagai hubungan antara seorang 

pemimpin dengan rakyat dalam lingkup Hukum Tata Negara. 

3. Undang-Undang Nomer 13 tentang Ketenagakerjaan. 

 Undang-Undang nomer 13 ini adalah suatu peraturan dimana 

pemerintah memberi aturan tentang ketenagakerjaan dan aturan 

perjanjian antara perusahaan dengan karyawan serta perlindungan 

terhadap para pekerja. 

 

H. Metodologi Penelitian 

Penelitian tentang “ PHK Atas Ikatan Pernikahan Menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasca Putusan  MK Nomor 13/PUU-

XV/2017 Prespektif Fiqh Siyasah Dusutriyah”. Merupakan penelitian 

pustaka dengan cara menemukan pokok-pokok bahasan masalah di dalam 

dakumen, buku,  atau pun jurnal-jurnal terkait dengan penelitian ini. Adapun 

tahapan-tahapan seperti berikut: 

1.   Data Yang Dikumpulkan 

                                                             
13 H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Putra Grafika, 2003), 47 . 
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a. Pemutusan hubungan kerja didapatkan dari Undang-Undang 

ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 pasal 153 huruf f tentang 

larangan bagi seorang pekerja. 

b. Putusan Nomor 13/PUU-XV/2017 yang berisi tentang 

diperbolehkannya seorang pekerja menikah dalam satu perusahaan. 

c.  Fikih siya>sah dustu>ri>yah didapatkan dari buku-buku fikih siya>sah 

terutama karangan dari A.Djazuli dan Suyuthi Pulungan 

2.   Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari 

ketentuan perundang-undangan yang meliputi Undang-Undang 

dasar Negara Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang ketenagakerjaan, Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

13/PUU-XV/2017, dan fiqh siya>sah. 

b. Sumber sekunder yaitu dari literature atau buku-buku yang terkait 

dengan penelitian ini. Meliputi Undang-Undang Ketenagakerjaan, 

Putusan MK, fiqh siya>sah. 

c. Sumber Data Tersier berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar, 

Koran, Artikel, Majalah, dll. 

3.   Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Studi 
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kepustakaan ialah suatu metode yang berupa pengumpulan bahan-bahan 

hukum, yang diperoleh dari buku pustaka atau bacaan lain yang 

memiliki hubungan dengan pokok permasalahan, kerangka, dan ruang 

lingkup permasalahan. Dalam penelitian ini penulis mencari dan 

mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan baik berupa peraturan 

perundang-undangan, buku, hasil-hasil penelitian hukum, skripsi, 

makalah-makalah, surat kabar, artikel, majalah atau jurnal-jurnal hukum, 

maupun pendapat para sarjana yang mempunyai relevansi dengan judul 

penelitian yang dapat menunjang penyelesaian penelitian ini. 

4.   Teknik Pengolahan Data 

a.  Studi dokumen, yakni diperoleh dengan mengkaji tentang Undang-

Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan MK 

Nomor 13/PUU-XV/2017. 

b. Studi kepustakaan, yakni dengan cara membaca, merangkum,    

menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian 

ini dari literatur, buku-buku yang memiliki hubungan dengan pokok 

permasalahan fikih siya>sah dustu>ri>yah. 

5.   Teknik Analisi Data 

 Teknik analisis data dalam penulisan ini menggunakan deskriptif 

analisis dengan pola pikir deduktif. 

a. Deskriptif analisis adalah teknik analisis data dengan cara 

menguraikan dan menjelaskan data apa adanya. Dalam hal ini data 

yang dikumpulkan adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 
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13 Tahun 2003 dan Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017 , 

selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori fiqh siya>sah 

dustu>ri>yah 

b.  Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel 

yang bersifat umum dalam hal ini siya>sah dustu>ri>yah. Kemudian 

diaplikasikan kepada variabel yang bersifat khusus yaitu Undang-

Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan MK 

Nomor 13/PUU-XV/2017. 

 

I. Sistem Penulisan  

Untuk mempermudah pembaca memahami terhadap skripsi ini perlu 

kiranya digambarkan dengan terperinci secara jelas dan menyeluruh tentang 

sistematika. Sistematika penulisan skripsi merupakan bagian besar untuk 

memberikan gambaran tentang isi skripsi dan memudahkan jalan pemikiran 

dalam memahami secara keseluruhan skripsi. Berikut sistematika penyusunan 

skripsi: 

Bab pertama yaitu membahas mengenai latar belakang, identifikasi 

masalah, dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua yaitu membahas mengenai teori landasan dalam melakukan 

penelitian. Bahasan ditekankan pada penjabaran disiplin keilmuan tertentu 

dengan bidang penelitian yang akan dilakukan dan sedapat mungkin 
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mancakup keseluruhan perkembangan teori keilmuan hinggan perkembangan 

terbaru yang diungkap secara akumulatif dan didekati secara analisis. Dalam 

bab ini teori yang dipaparkan adalah teori Fiqh siya>sah dustu>ri>yah yang 

ditekankan pada siya>sah dustu>ri>yah yang nantinya digunakan sebagai analisis 

dalam menjawab rumusan masalah. 

Bab ketiga yaitu memuat data hasil penelitian yang dikumpulkan dan dan 

himpun oleh penulis dari berbagai sumber yang berkaitan tentang Undang-

Undang ketenagakerjaan dan putusan MK. Data-data yang dihumpun akan 

digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas guna mendapatkan 

temuan atau jawaban dari sebuah penelitian yang diteliti. 

Bab empat yaitu memuat mengenai analisis atas jawaban dari rumusan 

masalah yang didasarkan pada landasan teori yang terdapat pada bab II. Pada 

bab ini yang nantinya barisikan tiga jawaban yakni yang pertama jawaban 

mengenai Bagaimana PHK atas alasan ikatan perkawinan berdasarkan 

Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 pasca putusan Mahkamah Konstitusi 

Kedua, Bagaimana tinjauan fiqh siya>sah dustu>ri>yah atas alasan ikatan 

perkawinan berdasarkan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003 pasca putusan 

Mahkamah Konstitusi. 

Bab lima yaitu memuat mengenai kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT FIQH SIYASAH 

DUSTURIYAH MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI 

INDONESIA 

 

A. Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Fiqih Siyasah Dusturiya 

1. Pengertian Fiqh siya>sah  

 Kata Fiqh berasal dari kata faqaha-yafqahu-fiqhan. Menurut 

bahasa, fiqh ialah paham yang mendalam, seperti yang dikutip Amir 

Syarifuddin, Imam al-Tarmudzi mensyairkan bahwa‚ fiqh tentang sesuatu 

itu berarti mengetahui batinnyak sampai kepada kedalamannya.
1
 

 Suyuthi Pulungan menggutarakan dalam bukunya bahwa definisi 

fiqh secara termonilogis (istilah) yaitu pengetahuan mengenai hukum 

agama Islam yang berasal dari Al-Qur’an dan Sunah yang disusun oleh 

mujtahid dengan landasan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain ialah 

ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.
2
 Kata lain istilah fikih 

menurut bahasa ialah keterangan ilmu pengetahuan dari manusia melalui 

fatwa-fatwanya untuk mencapai pemahaman yang afdhol. Secara 

terminologis fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai 

dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang disitu diperoleh dari dalil-

                                                             
1
Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Islam (Padang: Angkasa Raya, 1990), 15. 

2 Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah (Ajaran, Sejarah dan Pemikiran), (Yogyakarta: Penerbit 

Ombak, 2014), 22. 
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dalilnya yang tafshil (terinci,yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus 

yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan Sunnah).
3
 

  siya>sah menurut bahasa ialah memiliki beberapa arti yaitu, 

mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, 

pemerintahan dan politik. siya>sah secara terminologis dalam lisan al-

Arab, siya>sah adalah mengatur atau memimpin dengan cara membawa 

kepada kemaslahatan.  siya>sah adalah ilmu pemerintahan untuk 

mengendalikan tugas dalam negeri dan tugas luar negeri, yaitu politik 

dalam negeri dan politik dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni 

mengatur kehidupan umum atas landasan keadilan dan istiqomah.
4
 

Menurut berbagai ahli, definisi siyasah secara terminologis adalah sebagai 

berikut:
5
 

1. Abdul Wahhab Khallaf menyebutkan bahwasannya siyasah adalah   

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 

2. Louis Ma’luf menyebutkan siyasah adalah membuat kemaslahatan 

manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. 

3. Ibn Mazhur mendifiniskan bahwasannya siyasah adalah mengatur 

atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia 

kepada kemaslahatan. 

                                                             
3 Ibid., 22 
4 Ibid.,23 . 
5 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah (Kontekstual Doktrin Politik Islam), 4. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22 
 

4. Ibn Qayyim al-Jauziyah mendefiniskan bahwa siyasah adalah 

suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada 

kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan 

tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah Saw atau diwahyukan 

oleh Allah Swt. 

5. Ahmad Fathi Bahansi menyebutkan bahwasannya siyasah adalah 

pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai 

dengan ketentuan syara. 

  Berdasarkan definisi-definisi tersebut maka kita dapat 

menyimpulkan bahwasannya siyasah ialah mengatur dan mengurus 

manusia dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa serta bernegara 

dengan cara membimbing mereka ke jalan yang penuh kemaslahatan dan 

menjaukan mereka dari jalan kemudharatan. Seperti yang sudah 

dipaparkan sebelumnya mengenai definisi fiqh dan siyasah, maka dapat 

ditarik kesimpulan bahwasannya definisi Fiqh Siyasah ialah salah satu 

hukum Islam yang mempelajari dan membahas mengenai pengaturan dan 

membimbing kehidupan manusia dalam bermasyarakat dan bernegara 

demi mencapai kemaslahatan bersama-sama.  

  Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah 

membicarakan mengenai siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana 

kekuasaan, dan apa dasar serta bagaimana cara-cara pelaksanaan 

kekuasaan dan mejalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan 

kepada siapa penguasa tersebut akan dipertanggung jawabkan 
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kekuasaannya.
6
 Dustu>ri>yah berasal dari bahasa Persia yang berarti dusturi. 

Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang 

politik maupun agama. Dalam perkembangan berikutnya, kata ini 

digunakan dalam menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) 

Zoroaster (majusi).Setelah melalui penyerapan ke dalam bahasa Arab, 

kata dusturiyah berkembang pengartiannya menjadi asas dasar atau 

pembinaan. Menurut istilah, dusturiyah adalah sekumpulan kaedah yang 

mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota 

masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) 

maupun yang tertulis (kostitusi).
7
 

  Dapat disimpulkan bahwa kata dustu>ri>yah  itu adalah suatu norma 

aturan perundang-undangan yang mendasar sehingga dijadikan landasan 

para utama dalam rujukan, didalam semua tata aturan mengenai hal 

bernegara agar sejalan dengan nilai-nilai menurut syari’at. Dengan 

demikian semua peraturan perundang-undangan haruslah berpusat pada 

konstitusinya masing-masing setiap negara yang terdapat dalam nilai-

nilai islam dalam hukum-hukum syari‘at yang telah dijelaskan oleh al-

quran dan sunnah nabi muhammad, baik mengenai akidah, akhlak, ibadah, 

muamalah, ataupun lainnya. 

  Siya>sah dustu>ri>ya adalah bagian fikih siyasah yang membahas 

mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga 

                                                             
6
Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: UI Press, 

1990), 2-3. 
7
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html 

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html
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membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar 

negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), 

legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga 

demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-

undangan tersebut. Di samping itu juga, Pembahasan ini membahas 

konsep negara hukum dalam  Siya>sah  dan hubungan timbal balik antara 

pemerintah dengan warga negara lain serta hak-hak warga negara yang 

wajib dilindungi.
8
 Nilai-nilai yang diletakkan dalam merumuskan undang-

undang dasar ini ialah jaminan atas hak asasi manusia dimana setiap 

anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata 

hukum.Tanpa memandang bulu kedudukan status sosial, materi, 

pendidikan dan agama. Sehingga akan tercapai tujuan dibuatnya 

peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan 

manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan 

prinsip fikih siya>sah dustu>ri>yah akan tercapai. 

  Fikih siya>sah dustu>ri>yah ialah fikih  siya>sah yang mengatur 

hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya dipihak yang lain 

serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Sudah 

pasti ruang lingkup yang akan sangatlah luas, oleh karena itu. Didalam 

fiqh siya>sah dustu>ri>yah biasanya dibatasi dalam pembahasannya dan 

hanya membahas peraturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh 

hal ihwal kenegaraan dari segi persetujuan dengan prinsip-prinsip agama 

                                                             
8
Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ‚Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia 

Group, 2014), 177. 
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dan merupakan realisasi kemaslahatan bagi manusia serta memenuhi 

kebutuhannya
9
 Konsep fikih siya>sah dustu>ri>yah terbagi menjadi dua 

bagian yaitu: 

1. Al-Quran dan hadis yang dijadikan landasan dalam segala bidang 

hal mengatur tatanan kehidupan umat termasuk dalam hal 

berbangsa dan bernegara, baik dalam melakukan aturan hukum 

maupun dalam mengatur akhlak manusia. 

2. Kebijakan ulil amri ialah atas dasar pertimbangan ulama’ dalam 

menentukan suatu hukum yang berdasarkan situasi dan kondisi 

perkembangan zaman untuk mengatur tatanan kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat agar dapat tercapai kemaslahatan 

bersama. 

 

2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah 

Beberapa para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan definisi ruang 

lingkup fiqh siyasah. Perbedaan itu setidaknya dapat disimpulkan dari 

jumlah pembagian masing-masing para ulama. Namun perbedaan 

demikian itu bukanlah suatu hal yang hakiki. Misalnya Abdul Wahhab 

Khalaf membagi fiqh siyasah menjadi tiga bidang kajian, yakni: 

1. Siyasah Qadlaiyyah; 

2. Siyasah Dauliyyah; 

3. Siyasah Maliyah. 

                                                             
9
 Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah.jakarta kencana, Hal, 

47 
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Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul ‚al-Ahkam al-

Sulthaniyyah, membagikan ruang lingkup fiqh siyasah ke dalam lima 

bagian, yaitu:
10

 

1. Siyasah Dusturiyyah 

2. Siyasah Maliyyah 

3. Siyasah Qadlaiyyah 

4. Siyasah Harbiyyah 

5. Siyasah Idariyyah. 

  Selanjutnya oleh Imam Ibn Taimiyyah di dalam kitabnya yang 

berjudul al-Siyasahal-Shar’iyyah, ruang lingkup fiqh siyasah yaitu 

sebagai berikut: 

1. Siyasah Qadlaiyyah 

2. Siyasah Idariyyah 

3. Siyasah Maliyyah 

4. Siyasah Dauliyyah atau Siyasah Kharijiyyah 

 T. M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, 

yaitu: 

1. Siyasah Dusturiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang 

peraturan perundang-undangan. 

2. Siyasah Tasyri’iyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan tentang 

penetapan hukum. 

                                                             
10 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 13. 
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3. Siyasah Maliyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan ekonomi dan 

moneter. 

4. Siyasah Qadlaiyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan peradilan 

5. Siyasah Idariyyah Shar’iyyah yaitu kebijaksanaan administrasi 

negara. 

6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Shar’iyyah yaitu 

kebijaksanaan luar negeri dan hubungan internasional. 

7. Siyasah Tanfidziyyah Shar’iyyah yaitu politik pelaksanaan 

undangundang. 

8. Siyasah Harbiyyah Shar’iyyah yaitu politik peperangan. 

  Fiqh siyasah dusturiyah khususnya mencakup bidang kehidupan 

yang luas dan menjalin. Sekalipun demikian, secara umum, disiplin ini 

meliputi hal-hal sebagai berikut: 

1. Persoalan dan ruang lingkup (pembahasan) 

2. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya 

3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya 

4. Persoalan bai’at 

5. Persoalan waliyul ahdi 

6. Persoalan perwakilan 

7. Persoalan ahlul walli wal aqdi 

8. Persoalan wuzaroh dan perbandingannya.  

  Beberapa persoalan tersebut, dan persoalan fiqh siayasah 

dusturiyah biasanya identik dengan dua hal pokok: pertama, dalil-dalil 
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kulliy, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis, maqasidu syariah, dan 

semangat ajaran Islam di dalam yang berisi untuk mengatur masyarakat, 

yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat itu sendiri. 

Karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur di dalam merubah 

masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah diakibatkan karena 

perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para 

ulama, meskipun tidak seluruhnya. Fiqh siyasah dusturiyah terbagi 

menjadi:
11

 

1. Bidang siyasah tasyri’iyah, termasuk dalam persolannya ahlu hali 

wal aqdi,    perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan 

non muslim di dalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, 

Undang-undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan daerah, dan 

lain sebagainya.  

2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan 

tentang imamah, persoalan bai’ah, wizarah, waliy al-ahadi, dan 

lain-lainnya. 

3. Bidang siyasah qadlaiyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

terkait dengan  peradilan. 

4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah 

administratif dan kepegawaian.  

Seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Rusydi, dan 

Ibnu Khaldun. Walapun demikian, ada juga di antaranya para fuqaha dan 

                                                             
11

Prof. H. A. Djazuli, Fiqh Siyasah ‚Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu 

Syariah‛, (Jakarta, Kencana, 2004), 48   
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ulama Islam yang membicarakan mengenai bagian-bagian lain dari 

negara.
12

 Dan jika dipahami penggunaan kata dustur sama dengan 

constitution dalam Bahasa Iggris, atau Undang-undang Dasar menurut 

Bahasa Indonesia, kata-kata “dasar” dalam Bahasa Indonesia tidak jauh 

berasal dari kata dustur. Sedangkan penggunaan istilah fiqh dusturi, 

merupakan untuk nama satu ilmu yang membahas permasalahan-

permasalahan pemerintahan dalam arti luas, karena itu di dalam dustur 

itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di 

dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara 

tentu saja suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang 

lebih rendah sangatlah tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut. 

 

3. Hubungan Kerja Menurut Fiqh Siyasah Dusturiya 

  Apabila ditarik dalam permasalahan islam terdapat hal mesti 

dikaji dalam membahas permasalahan ini. Karena di dalam permasalahan 

ini mengkaji tentang hubungan seseorang dengan majikan maka dapat 

ditarik ke dalam bidang siyasah qadla’iyyah, termasuk di dalamnya yaitu 

masalah-masalah peradilan. Didalam kamus ilmu politik, yudikatif ialah 

kekuasaan yang mempunyai hubungan dengan tugas dan wewenang 

peradilan. Serta dalam konsep fikih siyasah, kekuasaan yudikatif ini biasa 

disebut juga sebagai siyasah qadla’iyyah. Kekuasaan kehakiman adalah 

untuk menyelesaikan perkara-perkara baik mengenai permasalahan 

                                                             
12 Ibid., 49 
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perdata maupun pidana dan juga terkait dengan sengketa 

keadministrasian yang berhubungan langsung dengan negara yakni 

persoalan-persoalan yang menentukan sah atau tidaknya undang-undang 

untuk di layangkan yang sebelumnya sudah di uji dalam pokok materi 

konstitusi suatu negara.  

  Sedangkan tujuan dari kekuasaan kehakiman yaitu untuk 

menegakkan kebenaran dan menjamin terlaksananya keadilan serta tujuan 

menguatkan negara dan menstabilkan kedudukan hukum kepala negara 

serta menjamin kepastian hukum demi kemaslahatn umat manusia di 

setiap negara tersebut. Penetapan shari‘at al-Islam bertujuan untuk 

menciptakan kemaslahatan. Didalam penerapan shari‘at al-Islam 

diperlukan lembaga untuk penegakannya. Karena tanpa lembaga (al-qadla) 

tersebut, hukum-hukum itu tidak dapat diterapkan. Al-qadla juga harus 

paham terkait dengan konstitusi suatu negara tersebut, sehingga dalam 

melakukan pemutusan terhadap suatu perkara tidak bertentangan dengan 

konstitusi negara tersebut. 

  Adapun tugas siyasah qadla’iyyah ialah mempertahankan hukum 

dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. 

Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-

hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara 

pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), 

wilayah al-qadla> (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara 

sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan Wilayah al-Mazalim 
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(lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat 

negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan 

politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat 

serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya 

adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-

undangan.
13

 

4. Sumber Hukum Fiqh Siyasah Dusturiyah 

1. Al-Qur’an 

 Al-Qur’an ialah sumber pokok aturan agama islam yang 

paling utama untuk dijadikan dasar didalam menentukan hukum. 

Al-quran berisi tentang  kalam Allah yang berisi firman-firman 

Allah dalam bentuk ragam aturan dan hukum di dalamnya. Karena 

al-Qur’an diyakini bersumber dari Allah dan teks-teksnya 

dianggap suci, maka setiap muslim wajib mengakuinya sebagai 

pondasi segala macam superstruktur islam.
14

  Al-Qur’an 

adalah kitab suci yang dipercaya oleh umat muslim dan bentuk 

isinya tidak berubah dari zaman nabi tercinta yaitu Gusti Kanjeng 

Nabi Muhammad, Al-qur’an berisi tentang berbagai persoalan 

kehidupan sampai kehidupan akhirat serta menceritakan nabi-nabi 

sebelumnya dan juga membahas aturan dan hukuman, dan berikut 

                                                             
13

Ridwan HR, fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan, (Yogyakarta: FH UII 

Press,2007),273. 
14 Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan 
Islam, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 51. 
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adalah ayat yang menjelaskan permasalahan yang dimuat oleh 

penulis   

مُ ُوَحَفَدَةُ ُوَاَللّهُ مُ ُجَعَلَُُاُمِنَُُوَرَزَقَكه مُ ُمِنُ ُلَكه فهسِكه اُأنَ  وَاج  مُ ُوَجَعَلَُُأزَ  مِنُ ُلَكه  

مُ  وَاجِكه بَاطِلُُِۚ ُُالطَيِّبَاتُُِبَنيِنُأزَ  مِنهونَُُأفََباِل  مَتُُِيهؤ  مُ ُاَللُُِّوَبنِِع  وُهه فهره يَك   

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan 

cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka 

mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari 

nikmat Allah?"  (Surat An-Nahl Ayat 72)  

2. Sunnah 

 Sunnah secara harfiah ialah suatu praktek kehidupan yang 

membudaya serta melekat atau suatu norma perilaku yang 

diterima secara terbuka oleh masyarakat yang meyakininya dan 

meliputi segenap ucapan dan tingkah laku serta ketetapan Gusti 

Kanjeng Nabi Muhammad. Proses periwayatan sunnah biasanya 

disaksikan oleh beberapa orang (sahabat Nabi) yang mengetahui 

langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke 

generasi atau sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang 

meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang 

berkesinambungan.
15

 Berikut ini hadis yang dirasa masuk dalam 

permasalahan yang diangkat oleh Penulis  

                                                             
15 Ibid., 53 
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ُ عَنْ  ُ عَليَْهِ وَسَلهمَ قاَلَ عَنْ أبَيِ هرَُيْرَةَ رَضِي اللَّه هُ عَنِ النهبيِِّ صَلهى اللَّه

ُ تعََالىَ ثلَاثةٌَ أنََخَصْمُهمُْ يَوْمَ الْقيِاَمَةِ رَجُلٌ أعَْطىَ بيِ ثمُه غَدَرَ  قاَلَ اللَّه

ا فاَسْتَوْفىَ مِنْهُ وَلمَْ  ا فأَكََلَ ثمََنهَُ وَرَجُلٌ اسْتأَجَْرَ أجَِيرًّ وَرَجُلٌ باَعَ حُر ًّ

عْطِهِ أجَْرَهُ يُ   

Abu Hurairah berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada 

tiga yang menjadi musuh Saya di hari kiamat, 1. Orang yang 

berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang yang 

menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. 

Orang yang mempekerjakan orang lain yang diminta 

menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak membayar upahnya 

 Sunnah dibedakan menjadi tiga macam yakni : 

a. Sunnah al-mutawatirah meliputi hadist-hadist yang 

bertujuan untuk  menafsirkan al-quran serta memperinci 

istilah-istilah yang sifatnya umum dalam kitab suci 

tersebut. Biasanya mempertegas mengenai aturan-aturan 

syari‘at. 

b. Sunnah yang tidak dimaksudkan untuk menafsirkan al-

quran atau bahkan  bisa berlawanan dengan kandungan 

kitab suci tersebut. biasanya sunnah ini muncul bersamaan 

dengan aturan atau keputusan yang baru. contohnya : 

menentukan jumlah kadar yang menjadi sebab suatu 

perbuatan disebut pencurian, serta hukuman melempar batu 
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kepada pezina. Ibnu Taimiyah melihat adanya kontradiksi 

akan hal tersebut. 

c. Sunah yang mencakup hadist-hadist dengan para 

perawinya dalam lingkup secara umum serta diakui murni 

karena diperoleh dari sumber-sumber yang dapat dipercaya 

.16 

3. Ijmak 

 Dalam hukum islam ijmak ialah suatu keputusan bersama 

yang timbul untuk menentukan suatu hukum yang baik demi 

kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini 

muncul dari pemikiran beberapa kalangan ulama, mufti, ahli fikih 

maupun dari jajaran pemerintahan. Dan apabila di dalam 

musyawarah tersebut ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan 

hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, berarti ijmak 

tersebut dinyatakan batal.
17

 Berikut dalil dari Al-qur’an yang 

menerangkan tentang ijmak yang masuk dalam permasalahan. 

Imam al-Ghazali dalam risalahnya berjudul Al-Adab fid 

Din dalam Majmu'ah Rasail al-Imam al-Ghazali (Kairo,Al-

Maktabah At-Taufiqiyyah, halaman 444)  

                                                             
16

Ibid., 54-55 
17

Ibid., 55 
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 ولا ضربه، يكثر ولا ضجره عند به ويرفق خدمته، من يطيق لا ما يكلفه لا

 له أصلح وإذا معذرته، ويقبل زلته، عن ويفصح عليه، فيجزأ سبه يديم

 .طعامه من لقما أعطاه أو مائدته، على معه أجلسه طعامًا

Artinya: “Tidak memaksanya bekerja melebihi kemampuannya; 

berbelas kasih ketika ia kelelahan dan tidak menyakitinya dengan 

memukul; tidak memakinya terus menerus sebab bisa membuatnya 

berani membalas; memaafkan kesalahannya; mau menerima 

permohonan maafnya; jika ingin memberinya makanan lezat, maka 

mengajaknya duduk bersama untuk memakannya, atau 

memberinya makan yang sama secukupnya.” 

a. Ijmak qat‘i al-dalalah terhadap hukumnya. Yaitu sumber 

hukum yang dihasilkan dari pemikiran ijmak ini adalah 

qat‘i. Jadi, tidak ada pilihan lain untuk menetapkan hukum 

peristiwa itu berbeda dengan hukum hasil ijmak tersebut, 

serta tidak ada jalan lain lagi untuk berijtihad terhadap 

peristiwa yang telah ditetapkan dan disepakati oleh ijmak 

itu. Ijmak yang qat‘i al-dalalah adalah ijmak  sarih.  Ijmak  

ini sudah mencapai hasil final dalam suatu musyawarah 

bersama untuk menetukan hasil mufakat. 

b. Ijmak zannial-dalalah terhadap hukumnya. Yaitu hukum 

yang telah dihasilkan dari ijmak ini merupakan zanni 

(hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan suatu 

hukumnya berdasar ijmak ini masih saja bisa dijadikan 

sasaran ijtihad oleh para mujtahid lainnya. Sebab hal ini 
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baru merupakan hasil dari sebagian para mujtahid, bukan 

seluruh mujtahid. Ijmak yang kedua ini adalah ijmak 

sukuti.18 

4. Kias 

 Kias merupakan metode logika yang digunakan untuk 

memecahkan suatu permasalah yang berkenaan dengan legalitas 

suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu 

kaitan positif atau negatif antara bentuk suatu perilaku yang satu 

dengan bentuk perilaku lainnya dengan prinsip umum.19 Metode 

kias ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas 

ada permasalahan yang banyak dan umum. kias biasanya 

menggunakan sumber dari dalil-dalil al-quran maupun hadist yang 

sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang sedang terjadi. 

Adapun kias dibagi menjadi: 

a. Kias akhwa yaitu analogi yang illat hukum cabangnya 

(far’u) lebih kuat dari illat pada hukum dasarnya . Yang  

artinya, sesuatu yang telah dipaparkan dalam nash al-quran 

atau dari hadis tentang keharaman melakukannya dalam 

jumlah sedikit, jadi keharaman melakukannya dalam 

jumlah banyak adalah yang lebih utama. Sedikit ketaatan 

yang dipuji bila dilakukan, jadi melakukan ketaatan yang 

banyak lebih patut untuk dipuji. Sesuatu yang 

                                                             
18

M.Jafar, “Ijma’ Sebagai Sumber Hukum Islam”, Islam Futura , 101 
19

khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam, 56. 
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diperbolehkan (mubah) dilakukan dalam jumlah yang 

banyak, jadi lebih diutama apabila dilakukan apabila dalam 

jumlah sedikit.
20

 

b. Kias Mushawi merupakan kias yang kekuatan illat pada 

suatu hukum cabang sama dengan hukum asal. kias ini 

biasanya disebut juga dengan sebutan  qiyas fi Ma’na al-

As’al (analogi terhadap makna hukum asal) yaitu al-quran 

serta hadist nabi, qiyas jail (analogi yang jelas), dan juga 

qiyas bi nafsi al-fariq (analogi tanpa perbedaan illat ). 

Imam Syafi’i tidak menerangkan qiyas bagian kedua ini 

dengan jelas. Pembahasan mengenai qiyas ini hanya 

bersifat dalam pernyataan saja,21 “Adapun para ulama yang 

berpendapat seperti pendapat ini, yakni perkara yang 

berstatus halal, maka ia menghalalkannya, dan perkara 

yang berlabel haram, maka ia mengharamkannya”. 

Maksudnya dari pernyataan ini adalah qiyas yang 

mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum 

al-as’al. Adanya persamaan illat tersebut bersifat jelas, 

sejelas nash itu sendiri. Dari sinilah sebagian ulama 

meggolongkan nash tersebut dalam beberapa kategori 

qiyas. Qiyas kategori ini sangat berbeda dengan qiyas yang 

pertama, karena illat pada hukum cabang lebih kuat dari 

                                                             
20Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, Ensiklopedi Imam Syafi;i, 350. 
21Ibid., 351. 
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pada hukum asal. Dari pendapat Imam al-Ghazali 

tanpaknya dia setuju mengkategorikan kesimpulan ini 

dalam pembahasan qiyas. Sebagaimana dijelaskan dalam 

kitab al-Mustashfa. “Tingkatan yang kedua adalah 

kandungan makna pada nash yang tersirat illat sama 

dengan yang tersurat, yaitu tidak lebih kuat atau lebih 

lemah. Sehingga disebut juga sebagai qiyas fi Ma’na al-

as’al. Namun beberapa para ulama masih berbeda pendapat 

seputar pemahaman qiyas tersebut. 

c. Kias al-adhaf merupakan analogi yang illat pada hukum 

cabangnya (far’) lebih rendah dari pada illat pada hukum 

dasarnya. Dalam kitab ar-Risa>lah, Imam Syafi’i berkata, 

“Sebagian ulama enggan menyebutkan sebagian qiyas, 

kecuali ada kemungkinan serta kemiripan yang dapat 

ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu 

dianalogikan terhadp salah satu makna tersebut, bukan 

kepada yang lainnya.” Menurut imam ar-Razi, Imam 

Syafi’i  membagi qiyas jenis kedua ini menjadi dua bagian, 

yakni qiyas al-ma’na (analogi yang didasarkan sebab 

hukum) dan juga qiyas al-sya’ba (analogi yang didasarkan 

pada kemiripannya). Dalam kitab Manaqib asy-syafi’i ia 
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menerangkan adanya illat pada hukum cabang lebih rendah 

dari pada illat pada hukum as-al.22
 

 

B.  Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Di 

Indonesia 

1. Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja 

  Hubungan kerja ialah hubungan antara buruh dengan majikan, 

yang mana hubungan tersebut hendak menunjukkan kedudukan kedua 

belah pihak yang pada pokoknya menggambarkan hak-hak dan kewajiban 

buruh terhadap majikan dan sebaliknya.
23

 Hubungan ini biasanya 

melibatkan dua jabatan yaitu bawahan dan atasan, namun dalam sebuah 

hukum tidaklah penting mau itu atasan ataupun bawahan karena sejatinya 

semua sama dimata hukum tidaklah membedakan satu sama lain, hanya 

saja status dalam bekerja saja yang berbeda 

  Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tenaga kerja 

adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik didalam 

maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk 

memenuhi kebutuhan masyarakat (pasal 1), jadi pengertian tenaga kerja 

menurut ketentuan ini meliputi tenaga kerja yang bekerja didalam 

                                                             
22

Ibid., 356. 
23 Halili Toha, Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh (Rineka Cipta, 1987),  9  
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maupun diluar hubungan kerja, dengan alat produksi utamanya dalam 

proses produksi adalah dirinya sendiri, baik tenaga fisik maupun pikiran.
24

 

  Menurut DR. Payaman Simanjuntak dalam bukunya “Pengantar 

Ekonomi Sumber Daya Manusia” menerangkan tenaga kerja adalah 

(manpower) adalah penduduk yang sudah atau bekerja, yang sedang 

mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti 

bersekolah dan mengurus rumah tangga.
25

 Secara praktis, pengertian 

tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurut DR. Payaman Simanjuntak 

dibedakan hanya oleh batas umur.
26

 Dari penjelasan DR. Payaman 

Simaujuntak dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud inti dari 

penjelasannya mengenai perbedaan antara tenaga kerja dapat dilihat dari 

usianya, karena setiap anak yang belum berusia dewasa yaitu belum 17 

tahun maka belum bisa tergolong dalam status pekerja walaupun 

sejatinya anak tersebut sudah mampu bekerja, karena apabila sebuah 

perusahaan memperkerjakan anak dibawah umur tentu saja melanggar 

Undang-Undang yang berlaku oleh sebab itu pemerintah sangatlah 

memantau mengenai status seorang anak atau generasi bangsa. 

 Adapun mengenai jenisnya hubungan-kerja, dalam KUHP Perdata, 

adalah sebagai berikut: 

a. Hubungan antara seorang yang melakukan satu atau beberapa 

pekerjaan tertentu dengan seorang pihak lainnya. Biasanya 

                                                             
24 Sendjun H. Manulang, S.H, Pokok-Pokok Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia (Rineka Cipta, 

Jakarta, 1990), 3 
25 Ibid., 3 
26 Ibid., 3 
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diajukan sebagai contoh hubungan antara seorang dokter dengan 

pasiennya, seorang pengacar dengan seorang kliennya, seorang 

notaris dengan seorang kliennya dan lain-lain. Hubungan semacam 

ini yang terjadi setelah adanya perjanjian untuk melakukan satu 

atau beberapa pekerjaan tertentu, dikatakan bukanlah hubungan-

kerja, karena tidak ada wewenang pada pihak pemberi pekerjaan 

untuk memimpin dilakukannya pekerjaan itu oleh yang menerima 

pekerjaan, tiada wewenang memberi petunjuk terutama berkenaan 

dengan cara melakukan pekerjaan itu kepada pihak yang 

melakukan pekerjaan, sedang wewenang itu ada pada hubungan-

kerja.
27

 

b. Hubungan antara seorang pemborong pekerjaan dengan seorang 

yang memborong pekerjaan. Hubungan ini terjadi setelah adanya 

perjanjian pemborong pekerjaandimana pihak kesatu, pemborong 

pekerjaan, mengikat diri untuk membuat suatu karya tertentu, 

misalnya mendirikan atau atau membongkar suatu bangunan, 

dengan harga tertentu bagi pihak lainnya, yang memborongkan 

pekerjaan, mengikatkan diri untuk memberikan pekerjaan 

pemborongan itu dengan membayar harganya kepada pihak 

kesatu, hubungan ini bukan pula hubungan kerja karena tidak ada 

unsur memberi petunjuk dan memimpin pada pihak yang 

membongkarkan. Namun demikian, berlainan dengan perjanjian 

                                                             
27 Halili Toha, Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh (Rineka Cipta, 1987, jakarta),  9 
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termaksud pada angka 1, perjanjian pembongkaran pekerjaan ini 

diatur dalam K.U.H. Per Buku III Bab III Bab 7A pasal 1604-

1617.
28

   

Adapun dasar-dasar dalam hubungan kerja yaitu : 

1. Perbuatan perjanjian kerja karena merupakan titik tolak adanya 

suatu hubungan kerja. 

2. Kewajiban buruh melakukan pekerjaan pada atau dibawah pimpinan 

majikan, yang sekaligus merupakan hak majikan atas pekerjaan dari 

buruh.  

3. Kewajiban majikan membayar upah kepada buruh sekaligus 

merupakan hak buruh atas upah. 

4. Berakhirnya hubungan kerja. 

5. Caranya perselisihan antara pihak-pihak yang bersangkutan 

diselesaikan dengan sebaik-baiknya 

2. PHK Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

  Ketika telah memasuki masa kemerdekaan, kondisi buruh dan 

tenaga kerja di Indonesia mengalami perbaikan. Pemerintah Orde Lama 

yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno mengeluarkan 

beberapa kebijakan terhadap memberi perlindungan kepada para tenaga 

                                                             
28 Ibid., 10 
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kerja. Sebagai buktinya, beberapa aturan yang pernah dirilis antara lain 

adalah:
29

 

1. UU Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja 

2. UU Nomor 12 tahun 1948 Tentang Kerja 

3. UU Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan 

4. UU Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara 

Serikat Buruh dan Majikan 

5. UU Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan 

Hubungan Industrial 

6. UU Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 

98 mengenai Dasar-dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding 

Bersama 

7. Permenaker No. 90 Tahun 1955 Tentang Pendaftaran Serikat Buru 

3. PHK Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

 Menurut Undang-undang RI No.13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat 25, pemutusan hubungan kerja (PHK) 

adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang 

mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja atau buruh 

dan pengusaha.
30

 

 

 

                                                             
29 https://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan-di-
indonesia/ 
30 Lihat di Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 
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BAB III 

 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ATAS ALASAN PERNIKAHAN 

PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 13/PUU-XV/2017 

A. Kedudukan Dan Fungsi Mahkamah Konstitusi Di Indonesia 

 

Mahkamah Konstitusi ialah sebuah lembaga negara yang ada setelah 

terbentuknya amandemen UUD 1945. Didalam konteks ketatanegaraan 

Mahkamah Konstitusi dikonstruksikan: petama, sebagai pengawal konstitusi 

yang berfungsi untuk menegakkan keadilan konstitusional di tengah 

kehidupan masyarakat.Kedua, Mahkamah Konstitusi  bertugas untuk  

mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh 

semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab. Ketiga, di 

tengah kelemahan sistem konstitusi yang ada, Mahkamah Konstitusi 

bertugas sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai 

keberlangsungan bernegara dan bermasyarkat.
1
 

Mewujudkan negara untuk memberikan perlindungan atas hak warga 

negaranya ialah salah satunya dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi 

yakni sebagai hasil Amandemen ke III UUD NRI 1945. Melalui gagasan 

mereformasi yudikatif, Mahkamah Konstitusi   dibentuk  setingkat  dengan  

Mahkamah Agung  (MA)  dan memiliki kewenangan sebagai mengadili di 

tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk menguji 

                                                             
1 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amnademen UUD 

1945 ( Jakarta: Kencana, 2010 ), 221. 
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Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan kelembagaan negara, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2
 

Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai penguji undang-undang 

terhadap UUD 1945 dan sebagai penafsir atas norma hukum inilah yang 

berujung pada istilah Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (the 

guardian of the constitution) dan the sole of the interpreteur of the 

constitution dimana dua dimensi ini melekat pada kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. Dengan karakter tersebut, putusan peradilan konstitusi menjadi 

salah satu sumber hukum penting di samping peraturan tertulis, tidak hanya 

dalam amar putusannya, serta juga tafsir konstitusionalnya.
3
 

Menguji konstitusionalitas dari undang-undang menekankan  bahwa 

Mahkamah Konstitusi ialah negatif legislatif yaitu sebagaimana yang 

dipaparkan menurut Maruarar Siahaan merupakan tindakan dari Mahkamah 

Konstitusi dengan menyatakan bahwa  undang-undang yang dihasilkan oleh 

organ legislatif tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4
 

                                                             
2Denny Indrayana, Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran (Bandung: Mizan 

Media Utama, 2007),  278-279. 
3 Janedjri M.Gaffar, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi ( Jakarta: 

Konstitusi Press, 2013 ), 6. 
4 Maruarar Siahaan, Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakkan Hukum Konstitusi ( 

Jurnal Hukum No.3 Nol.16 Juli 2009) , 359. 
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Ada empat kewenangan dan satu kewajiban Mahkamah Konstitusi 

yang telah ditentukan dalam UUD 1945 perubahan ketiga Pasal 24C ayat (1) 

yaitu:
5
 

1. Menguji (judicial review) undang-undang terhadap Undang-Undang 

Kewenangan terakhir dan yang justru yang paling penting dari 

keempat kewenangan ditambah satu kewajiban (atau dapat pula 

disebut kelima kewenangan) yang dimiliki oleh Mahkamah 

Konstitusi menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

ialah kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang. Tanpa 

harus mengecilkan arti pentingnya kewenangan lain dan apalagi tidak 

cukup ruang untuk membahasnya dalam makalah singkat ini, maka 

dari kelima kewenangan tersebut, yang dapat dikatakan paling 

banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah 

pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang. 

2. Memutuskan pembubaran partai politik 

Kebebeasan Partai politik dalam berpartai adalah cermin 

kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28 jo Pasal 28E ayat 

(3) UUD 1945. Oleh sebab itu, setiap orang, sesuai ketentuan 

Undang-Undang bebas mendirikan dan ikut serta dalam kegiatan 

partai politik. Oleh karena itu, pembubaran partai politik ini bukan 

oleh anggota partai politik yang bersangkutan merupakan tindakan 

yang bertentangan dengan konstitusi atau inkonstitusional. Untuk 

                                                             
5
 Taufiqurrohman Syahuri, Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum, Cetakan I, (Jakarta: 

Kencana, 2011), h. 111 
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menjamin perlindungan terhadap prinsip kebebasan berserikat itulah 

maka disediakan mekanisme bahwa pembubaran suatu partai politik 

haruslah ditempuh melalui prosedur peradilan konstitusi. Yang diberi 

hak “standing” untuk menjadikan pemohon dalam perkara 

pembubaran partai politik ialah Pemerintah, bukan orang per orang 

atau kelompok orang. Yang berwenang dalam memutuskan benar 

tidaknya dalil-dalil yang dijadikan alasan tuntutan pembubaran partai 

politik itu ialah Mahkamah Konstitusi. 

3. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. 

Berdasarkan Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, pemilihan umum 

bertujuan untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Preisden dan 

Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Peserta 

Pemilihan Umum itu ada tiga, yaitu pertama, pasangan calon 

presiden/wakil presiden, kedua, partai politik peserta pemilihan 

umum anggota DPR dan DPRD, dan ketiga, (perorangan calon 

anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan penyelenggara 

pemilihan umum adalah Komisi Pemilihan Umum yang diawasi oleh 

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU). Apabila telah 

timbul perselisihan pendapat antara peserta pemilihan umum dengan 

penyelenggara pemilihan umum, dan perselisihan itu tidak dapat 

diselesaikan sendiri oleh para pihak, maka hal itu dapat diselesaikan 

melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. 
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4. Pemberhentian presiden dan wakil presiden 

Perkara penuntutan pertanggungjawaban presiden atau wakil 

presiden dalam istilah resmi UUD 1945 dinyatakan sebagai 

kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus pendapat DPR 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan 

pelanggaran hukum  berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, 

penyuapan, tindak pidana berat lainnya. Atau perbuatan tercela atau 

pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi 

memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Pesiden. 

Maka dari itu berdasarkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang 

mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, Ir. H. Jhoni Boetja (Pemohon 

I), S.E. Edy Supriyanto Saputro (Pemohon II), Amd Ir. Airtas Asnawi 

(Pemohon III), Saiful (Pemohon IV), Amidi Susanto (Pemohon V), Taufan 

(Pemohon VI), S.E. Muhammad Yunus (Pemohon VII) Yekti Kurniasih, 

Amd. (Pemohon VIII). Dalam hal ini mengajukan permohonan Undang-

Undang Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f yang dirasa bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar. 

Apabila peraturan perusahaan perjanjian kerja atau perjanjian kerja 

bersama mengharuskan suami istri yang bekerja dalam suatu perusahaan 

salah satunya harus keluar, bahkan dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja 

terhadap pekerja seperti yang dialami Pemohon Saudari Yekti Kurniasih 

dan masih banyak Yekti-Yekti yang lain terkena Pemutusan Hubungan 

Kerja, karena melakukan perkawinan dalam satu perusahaan, tentunya 
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Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja, atau Perjanjian Kerja Bersama 

yang memiliki payung hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 

Pasal 153 ayat (1) huruf f sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 28D ayat (2). 

Apabila Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 153 ayat (1) 

huruf f yang mencantumkan kata-kata “kecuali yang telah diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”, 

tidak dihapus/dibatalkan oleh Mahkamah, maka akan berpotensi besar 

pengusaha akan melakukan pelarangan perkawinan sesama pekerja dalam 

satu perusahaan yang sama dan pemutusan hubungan kerja akan terus 

terjadi dikarenakan pekerja tersebut melaksanakan perintah agamanya 

dengan melakukan ikatan perkawinan dimana jodoh dalam perkawinan 

tidak bisa.ditentang disebabkan ikatan perkawinan antara seorang pria dan 

seorang wanita yang memiliki rasa saling mencintai sulit untuk ditolak, 

tentunya apabila sudah ada kecocokan dan sepakat, maka hubungan 

tersebut akan melangkah pada jenjang perkawinan. 

Masalah lain yang dapat timbul adalah pasangan pekerja tersebut 

akhirnya memutuskan untuk tidak jadi menikah guna bertahan di 

perusahaan tersebut, kemudian kedua belah pihak secara baik-baik berpisah 

seharusnya tidak masalah, tetapi terbuka juga kemungkinan mereka 

memilih untuk tinggal bersama tanpa suatu ikatan perkawinan guna 

menghindari peraturan perusahaan. Hal ini tentunya sangatlah bertentangan 

dengan nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh bangsa Indonesia yang masih 
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menjunjung tinggi lembaga perkawinan. 

Pembatasan hak untuk berkeluarga dan hak atas pekerjaan tidak perlu 

dilakukan, apabila setiap individu yang bekerja dalam satu perusahaan 

memiliki moral dan etika yang baik, untuk itu diperlukan adanya individu- 

individu yang menanamkan etika yang baik tersebut. 

Perkawinan sesama pegawai dalam suatu perusahaan sebenarnya 

merupakan keuntungan perusahaan karena dapat menghemat pengeluaran 

perusahaan dalam hal menanggung biaya kesehatan keluarga pekerja 

disebabkan apabila suami isteri bekerja dalam satu perusahaan yang sama 

maka perusahaan hanya menanggung 1 (satu) orang pekerja beserta 

keluarga tetapi perusahaan memiliki 2 (dua) orang pekerja, dimana suami 

atau isteri yang menanggung sesuai yang didaftarkan ke perusahaan 

dibandingkan dengan suami yang mempunyai isteri/ibu rumah tangga maka 

perusahaan hanya mendapatkan 1 (satu) orang pekerja tetapi perusahaan 

tetap menanggung isteri dan anak-anak pekerja tersebut. 

Apabila perusahaan beralasan untuk mencegah terjadinya unsur 

korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam satu perusahaan, menurut Pemohon 

hal ini sangatlah tidak beralasan karena unsur terjadinya korupsi, kolusi, 

dan nepotisme adalah tergantung dari mentalitas seseorang.  

Apabila Pasal 153 ayat (1) huruf f yang tercantum kata-kata “kecuali 

telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama” dibatalkan Mahkamah Konstitusi, maka perusahaan dalam 

hal ini. pengusaha tidak dapat lagi memasukkan unsur pelarangan 
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pekerja/buruh yang memiliki pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian kerja bersama, 

dimana pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja karena 

pekerja/buruh tersebut melaksanakan perkawinan sesama pekerja dalam 

satu perusahaan. 

Dengan dibatalkannya kata-kata “kecuali telah diatur dalam 

perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama”, 

maka hak konstitusi pekerja/buruh terlindungi. Untuk itu Pemohon 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan sebagian 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 

ayat (1) huruf f yang berbunyi “Kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” karena bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) dan Pasal 28D ayat 

(2).
6
 

 

B. Kasus Posisi 

Pemohon dalam permohonan sebagaimana dimaksud dalam perkara a 

quo menjelaskan bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah 

Konstitusi untuk menguji Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan Pasal 153 ayat (1) huruf f terhadap Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 adalah
7
 

                                                             
6 Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 

 
7 Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 
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a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 24C ayat 

(1), “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama 

dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa 

kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh 

Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan 

memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (bukti P1); 

b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 

24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, “Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti 

P2); 

c. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, “Mahkamah Konstitusi 

berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang 

putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap 

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (bukti P3) 

 

C. Legal Standing Pemohon  

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta 

Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-

Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 
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kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan 

oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 

a. Perorangan warga negara Indonesia ( termasuk kelompok orang yang 

mempunyai kepentingan sama). 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang. 

c. badan hukum publik atau privat 

d. lembaga negara; 

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap 

UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 

a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 

ayat (1) UU MK. 

b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang 

diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-

Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana 

dimaksud pada huruf  a. 

Sehubungan dengan kedudukan hukum para Pemohon, Pemerintah 

berpendapat sebagai berikut:
8
 

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 perubahan kedua menyatakan, “Setiap orang 

                                                             
8 Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 
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berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara 

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya” (Bukti 

P1); 

2. Bahwa dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan 

kedua menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum” (bukti P1); 

3. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi Pasal 51 ayat (1) yang berbunyi: 

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan 

konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: 

a. perorangan warga negara Indonesia; 

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai 

dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; 

c. badan hukum publik atau privat; atau 

d. lembaga negara (Bukti P2). 

Bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon untuk menguji 

apakah Ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f UU Ketenagakerjaan, yang 

berbunyi “Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 

alasan f. pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan 

perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali 

telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahan, atau perjanjian 
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kerja bersama” 

bertentangan dengan: Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: 

"Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan 

melalui perkawinan yang sah". Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: 

"Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan 

yang adil dan layak dalam hubungan kerja". 

 

D. Pertimbangan Hakim Dan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi 

 

Sebelum membahas tentang putusan tersebut yang memutuskan 

mengenai pengajuan pengujian Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 153 

Ayat (1) huruf f yakni, alangkah lebih indahnya apabila kita akan dibahas 

atau menupas terlebih dahulu mengenai kewenangan dari lembaga 

Mahakamah Konstitusi diindonesia. 

Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam system ketatanegaraan 

Indonesia adalah sebagai lembaga negara yang menjalankan sebuah fungsi 

yudisial dengan kompetensi obyek perkara ketatanegaraan.
9
 Keberadaan juga 

sering disebut sebagai guardian of constitusion karenanya menjamin 

ditegakkannya konstitusi sebagai mana hukum tertinggi, jika suatu nantinya 

terdapat aturan yang dibawahnya menyimpang dari apa yang sudah diatur 

dalam konstitusi. 

                                                             
9 Nanang Sri Darmadi, ‚Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem 

Hukum Ketatanegaraan Indonesia‛, Jurnal Pembaharuan Hukum no2 Vol II (Mei-Agustus, 

2015), 265 
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Untuk mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi mempunyai atau 

memiliki Kewenangan menangani perkara-perkara konstitusi atau 

ketatanegaraan tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) 

dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut
10

 : 

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. 

2. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. 

3. Memutus pembubaran partai politik. 

4. Memutus perselisihan hasil pemilu. 

Karena Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat (1) huruf f 

yang dirasa merugikan beberapa pihak maka terjadilah tuntutan bagi 

seseorang karyawan guna menggugat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat (1) huruf f yang dirasa 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945,  

Dalam prosesnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara 

tersebut dan dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 

13/PUU-XV/2017 yang berisi sebagai berikut.
11

 

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya 

2. Menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, 

peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam  pasal 

153 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

                                                             
10

 UUD NRI tahun 1945 
11 Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 
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4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 

menurut Thomas Hobbes keadilan merupakan suatu penataan 

terhadap suatu perjanjian. Sehingga keadilan dipandang sebagai perbuatan 

yang telah diatur di dalam suatu perjanjian. Pekerja yang telah menandatangi 

suatu perjanjian atau kontrak kerja yang di dalamnya termuat suatu aturan 

bahwa dilarangnya terjadi suatu ikatan perkawinan harus menaati ketentuan 

hal yang telah disepakati. Sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan 

oleh Thomas Hobbes apabila pekerja yang melanggar ketentuan yang 

termuat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati dapat dikatakan 

melakukan perilaku yang tidak adil dan dapat berakibat pada perolehan 

keadilan bagi orang lain akan terganggu.
12

 

Berdasark isi putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah 

Konstitusi yang dirasa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat (1) huruf f dirasa telah bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 c Ayat (2)
13

 yang berbunyi “ Setiap 

orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara” serta 

bertentangan juga dengan Undangn-Undang Dasar 1945 Pasal 28 d Ayat 

                                                             
12

 Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 
13 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 
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(1)
14

 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama 

dihadapan hukum”, maka setelah dikeluarkannya putusan 13/PUU-XV/2017 

setiap karyawan boleh melakukan pernikahan atau pertalihan dara tanpa 

adanya pemutusan hubungan kerja. 

 

 

 

   

     

                                                             
14 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 
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BAB IV 

ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA BERDASARKAN PUTUSAN 

MK 13/PUU-XV/2017 PRESPEKTIF FIQH SIYASAH DUSTURIYA 

 

A. Analisis Pemutusan Hubungan Kerja Atas Alasan Pernikahan Menurut 

Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi 13/PUU-XV/2017 

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan mengenai ketenagakerjaan 

mulai dari pengertian hingga tahapan-tahapan sebuah perjanjian, dapat 

dianalisis bahwa seorang tenagakerja adalah seseorang karyawan yang 

bekerja disebuah perusahaan, dalam artian seorang karyawan ini berada 

dipihak bawah dan harus patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh 

atasannya. 

Hukum ketenagakerjaan bersifat perdata (privat) dan kadang pula 

bersifat publik, dikatakan sifatnya yang perdata oleh karnanya sebagaimana 

yang telah kita ketahui ternyata hukum perdata mengatur kepentingan orang 

perorangan, dalam ketentuan ini menyangkut antara tenagakerja dan 

pengusaha atau pemilik perusahaan, yaitu dimana mereka sepakat 

mengadakan suatu perjanjian yang biasanya disebut sebagai perjanjian 

kerja.
1
 

                                                             
1
 Sendjun H. Manulang, S.H, Pokok-Pokok Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia (Rineka Cipta, 

Jakarta, 1990), Hal; 2 
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Disamping sifatnya yang perdata juga bersifat publik (pidana), 

alasan-alasanya ialah ; 

1. Dalam hal-hal yang sifatnya tertentu negara atau pemerintah turut 

campur tangan dalam sebuah masalah-masalah ketenagakerjaan, 

misalkan dalam masalah pemutusan hubungan kerja. 

2. Telah adanya sanksi-sanksi atau peraturan-peraturan suatu hukuman 

didalam setiap Undang-Undang atau aturan perundang-undangan dalam 

suatu bidang ketenagakerjaan.
2
 

Pemerintah sangatlah memperhatikan rakyatnya dengan terbukti 

sebuah pemerintah melindungi hak-hak rakyatnya dengan adanya Undang-

Undang ketenagakerjaan yang disitu bertujuan untuk melindungi setiap 

rakyat yang berada dalam status sebagai karyawan agar memilik 

perlindungan dan tidak ada yang dirugikan apalagi sampai merugikan 

seorang karyawan. 

Undang-Undang yang melindungi pekerja bertujuan untuk mencapai 

kepentingan bersama guna untuk mencapai kemaslahatan antara pemerintah 

dan rakyat. Didalam ruang lingkup ketenagakerjaan disini pemerintah 

membuat sebuah peraturan mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003. Undang-Undang ini berisi pengertian pekerja hingga perlidungan 

terhadap pekerja, namun juga membahas mengenai pemilik perusahaan. 

Sebagai atasan seorang pekerja 

                                                             
2 Ibid 2 
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Pemerintah bertugas untuk mengawasi seorang pekerja dan buruh 

guna untuk menjalin hal yang tidak merugikan. Namun didalam Undang-

Undang ketenagakerjaan terdapat pasal yang dirasa merugikan pihak 

karyawan, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat (1) 

huruf f yang berbunyi “pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan 

kerja dengan alasan pekerja atau buruh mempunyai pertalihan darah dan atau 

ikatan perkawinan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya didalam 

satu perusahaan, kecuali telah diatur didalam perjanjian kerja, peraaturan 

perusahaan atau perjanjian kerja bersama”
3
. Kata kecuali disini memberikan 

ruang kecil bagi seorang pekerja yang mempunya pertalihan darah atau pun 

yang ingin melaksanakan perkawinan disatu perusahaan. 

Tentu saja banyak beberapa pihak pekerja atau karyawan yang dirasa 

tersiksa dengan adanya bunyi Undang-Undang tersebut, karena dirasa 

sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 c Ayat 

(2) yang berbunyi “ Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam 

memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, 

bangsa dan negara”
4
. Serta dirasa bertentangan juga dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 28 d Ayat (1) yang berbunyi “ setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum. 

                                                             
3
 Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

4 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 
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Undang-Undang Dasar 1945 adalah Undang-Undang tertinggi 

dinegara indonesia karena pusat dari semua Undang-Undang berada didalam 

Undang-Undang Dasar 1945, apabila ada salah satu hukum positif atau 

Undang-Undang yang berlaku yang dimana tidak sesuai dengan keadaan 

yang ada atau bahkan merugikan masyarakat sekitar maka akan 

dikembalikan lagi serta dibandingkan terhadap Undang-Undang Dasar 1954. 

Tentunya dalam setiap hendak melakukan suatu pekerjaan lazim 

terjadi sebuah perjanjian kerja, perjanjian kerja itu sendiri adalah menurut 

KUHPerdata pasal 1313 yang berbunyi “ Perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan nama satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu 

orang atau lebih lainnya” dengan adanya pengertian tentang perjanjian 

seperti ditentukan diatas, bisa diambil kesimpulan bahwa kedudukan antara 

pihak yang mengadakan perjanjian sama dan seimbang.
5
 

Namun apabila dalam suatu perjanjian itu ada pihak yang merasa 

dirugikan tentu saja perjanjian itu tidak layak untuk dilakukan karena kata 

perjanjian itu menyangkut sesuatu yang harus disepakati, dan apabila 

seseorang melakukan sesuatu perjanjian yang dirasa merugikan satu pihak 

maka terdapat unsur pemaksaan untuk menerima serta melakukan 

perjanjian itu. 

Seorang karyawan yang meelakukan suatu perjanjian dengan 

pengusaha atau pemilik perusahaan biasanya disepakati oleh kedua bela 

pihak yang dirasa untuk mencapai kepentingan kerja bersama, tetapi disini 

                                                             
5 Djumadi, S.H., Perjanjian Kerja (Raja Grafindo Persada, 1992, jakarta), 9 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

63 
 

umumnya sebuah perusahaan melakukan perjanjian dengan karyawan untuk 

tidak melakukan ikatan perkawinan disatu perusahaan atau ada ikatan 

darah dalam satu perusahaan. 

Hal ini dirasa sangatlah merugikan pihak karyawan karena kita semua 

tidak tahu apa yang terjadi dalam sebuah dunia kerja, setiap seseorang yang 

bekerja antara karyawan satu dengan karyawan yang lain selalu menjalin 

rasa persaudaraan dan rasa saling membantu antara karyawan satu dengan 

karyawan yang lain, yang tujuannya agar pekerjaan itu menjadi ringan dan 

tidak terasa, tidak hanya saling membantu antara satu karyawan dengan 

karyawan yang lain namun juga terdapat canda dan tawa yang bertujuan 

untuk menghilangan rasa lelah karena seharian penuh melakukan sebuah 

pekerjaan. 

Dalam melakukan sebuah pekerjaan tentunya ada rasa suka antara 

karyawan satu dengan karyawan yang lain hal tersebut mencakup suka 

karena saling membantu bahkan bisa terjadi suka karena rasa cinta, 

tentunya bukan hal yang lazim apabila seorang karyawan satu dengan 

seorang karyawan yang lain sering bertemu dalam sebuah perusahaan tentu 

saja akan timbul rasa cinta. 

Apabila seorang karyawan satu dengan seorang karyawan lainnya 

yang memiliki rasa cinta yang mulia tentunya ingin memiliki ikatan yang 

sah atau halal dengan tujuan untuk menjalin hidup bersama, dan hal itu 

sangatlah lazim terjadi. Namun apabila seorang karyawan satu dengan 

seorang karyawan yang lain yang sama-sama memiliki rasa cinta dan ingin 
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melangkah kejenjang yang lebih serius yaitu sebuah ikatan perkawinan, 

dirasa tidak mudah karena salah satu dari mereka harus mengorbangkan 

pekerjaan, karena biasanya sebuah perusahaan akan memutus hubungan 

kerja apabila ada salah satu dari karyawan yang mau melakukan ikatan 

perkawinan. 

Seseorang karyawan yang membatalkan pernikahan dengan karyawan 

lainnya demi sebuah pekerjaan tentu saja sangatlah merugikan dirinya dan 

seseorang yang akan dinikahinya, karena harus merelakan hubungan demi 

sebuah pekerjaan, hal ini apabila tidak terjadi pernikahan dalam satu 

perusahaan antara seorang karyawan dengan karyawan yang lainya 

tentunya bisa jadi akan timbul sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan, 

misalnya sebuah perselingkuhan ataupun sebuah hubungan gelap yang 

disini hanya mereka saja yang tahu. 

Namun apabila seseorang melakukan pernikahan demi melangkah 

kejenjang yang diharapkan maka salah satu diantara mereka harus rela 

keluar dari sebuah perusahaan, karena setiap perusahaan akan memutus 

hubungan kerja apabila seorang karyawan akan melakukan sebuah 

pernikahan dalam satu perusahaan maka salah satu diantara mereka tidak 

diperbolehkan berada dalam satu perusahaan. 

Hal tersebut dirasa merugikan pihak karyawan sehingga melakukan 

gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi sendiri memiliki 

tugas untuk menguji Undang-Undang yang dirasa bermasalah. Dalam 

prosesnya Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara tersebut dan 
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dituangkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 13/PUU-XV/2017 

yang berisi sebagai berikut
6
 ; 

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya 

2. Menyatakan frasa “kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan 

perusahaan, atau perjanjian kerja bersama” dalam pasal 153 ayat (1) 

huruf f Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 dan tidak mempunyai hukum mengikat; 

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana mestinya. 

Berdasark isi putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah 

Konstitusi yang dirasa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan Pasal 153 Ayat (1) huruf f dirasa telah bertentangan dengan 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 c Ayat (2)
7
 yang berbunyi “ Setiap 

orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya 

secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara” serta 

bertentangan juga dengan Undangn-Undang Dasar 1945 Pasal 28 d Ayat (1)
8
 

yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan 

                                                             
6 Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 
7
 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 

8 Lihat Undang-Undang Dasar 1945 
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hukum”, maka setelah dikeluarkannya putusan 13/PUU-XV/2017 setiap 

karyawan boleh melakukan pernikahan atau pertalihan dara tanpa adanya 

pemutusan hubungan kerja. 

menurut Thomas Hobbes keadilan merupakan suatu penataan 

terhadap suatu perjanjian. Sehingga keadilan dipandang sebagai perbuatan 

yang telah diatur di dalam suatu perjanjian. Pekerja yang telah menandatangi 

suatu perjanjian atau kontrak kerja yang di dalamnya termuat suatu aturan 

bahwa dilarangnya terjadi suatu ikatan perkawinan harus menaati ketentuan 

hal yang telah disepakati. Sesuai dengan teori keadilan yang dikemukakan 

oleh Thomas Hobbes apabila pekerja yang melanggar ketentuan yang 

termuat dalam suatu perjanjian yang telah disepakati dapat dikatakan 

melakukan perilaku yang tidak adil dan dapat berakibat pada perolehan 

keadilan bagi orang lain akan terganggu.
9
 

Dengan dikeluarkanya isi putusan ini diharapkan keadilan mengenai 

hak seorang pekerja dalam menjalin suatu pernikah didalam satu perusahaan 

menjadikan semangat serta keharmonisan antara pihak perusahaan dengan 

karyawan 

 

B. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja 

Atas Alasan Pernikahan Pasca Putusan MK 13/PUU-XV/2017 

siya>sah dustu>ri>yah adalah bagian fikih siya>sah yang membahas 

mengenai masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga 

                                                             
9 Salinan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-XV/2017 
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membahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar 

negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), 

legislasi (bagaimana cara merumuskan undang-undang), lembaga demokrasi 

dan syura’ yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan 

tersebut. Di samping itu juga, Pembahasan ini membahas konsep negara 

hukum dalam  siya>sah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan 

warga negara lain serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.
10

 

Dalam permasalahan ini maka masuk dalam rana siya>sah qadla’iyyah, 

termasuk di dalamnya yaitu masalah-masalah peradilan.
11

 Bicara mengenai 

siyasah qadla’iyyah tentunya berbicara mengenai hakim sebagai penyelesaian suatu 

perkara. Dalam syariat islam biasanya disebut al-qadla yaitu lembaga peradilan 

yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang dirasa merugikan masyarakat. 

Adapun tugas siyasah qadla’iyyah ialah mempertahankan hukum dan 

perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam 

sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah 

(lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan 

seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadla (lembaga 

peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata 

maupun pidana), dan Wilayah al-Mazalim (lembaga peradilan yang 

menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan 

tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan 

                                                             
10

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah ‚Konstektualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2014), 177. 
11 Ibid 48 
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melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara 

yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan 

pemerintah dan peraturan perundang-undangan.
12

 Apabila isi Putusan ini 

telah dikeluarkan dan dirasa tidak merugikan masyarakat maka pemerintah 

harus tegu mempertahankan putusan tersebut karena tugas utama hakim 

adalah memberikan keadilan terhadap masyarakat. Dan dengan keluarnya isi 

putusan ini diharap lembaga peradilan mengawasi jalannya Undang-Undang 

yang berlaku. 

   Sepuluh tahun bukanlah waktu yang sebentar. Masa sepuluh tahun 

adalah waktu yang lama. Di dalamnya ada duka dan kegembiraan, senang 

dan susah, cukup dan kurang, canda dan tangisan. Dan selama sepuluh 

tahun itu belum pernah Anas dimarahi, atau ditanya mengapa begini, 

mengapa begitu. Tidak cukupkah ini sebagai contoh bahwa beliau 

shalallahu ‘alaihi wassalam adalah seorang pribadi dengan akhlaq yang 

mulia? Adakah di dunia ini majikan yang tidak pernah marah? Bahkan, 

beliau selalu menyenangkan hati pembantunya dan mendo’akannya. 

Berkata Anas bin Malik, “Ibuku pernah berkata kepada Rasulullah, ‘Wahai 

Rasulullah, Anas ini pembantumu, do’akanlah dia!’ Lalu Rasulullah 

shalallahu ‘alaihi wassalam pun berdo’a, “Ya Allah, berilah dia harta dan 

anak yang banyak. Dan berkatilah atas apa yang Engkau berikan.” (H.R. 

                                                             
12

Ridwan HR, fiqh Politik gagasan, harapan dan kenyataan, (Yogyakarta: FH UII 

Press,2007),273. 
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Bukhari) Setelah Rasulullah wafat, Anas pindah ke Basrah dan 

berketurunan disana. Umurnya panjang sampai lebih dari seratus tahun. 

Hartanya melimpah dan cucunya ratusan. Hal ini sesuai dengan apa yang 

dido’akan oleh Rasulullah shalallahu ‘alaihi wassalam kepadanya. 

Walaupun Nabi Muhammad terkenal sebagai sosok yang pemberani, 

namun beliau tidak pernah menggunakan keberaniannya untuk hal yang 

bukan haknya, apalagi berlaku sewenang-wenang kepada orang yang 

lemah dan para pembantu. Aisyah meriwayatkan, “Belum pernah 

Rasulullah memukul seseorang dengan tangannya, apalagi perempuan 

dan pembantu, kecuali dalam jihad (perang) meneguhkan kalimat 

Allah.” (H.R. Muslim)
13

 

  Dari cerita tersebut dapat dijadikan pedoman bagi seorang hakim 

yang telah menggambil sikap benar dalam menggambil keputusan dengan 

membolehkan seorang karyawan untuk bekerja dalam satu perusahaan 

tanpa adanya pemutusan hubungan. 

                                                             
13

 Abdul Malik Ibnu M. al-Qasim (2000). Sehari di Rumah Rasulullah. Jakarta: Gema 

Insani, lampuislam 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

70 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 

153 Ayat 1 Huruf f yang menegaskan kata kecuali telah diatur dalam 

perjanjian kerja, dirasa sangatlah bertentangan dengan Undang-Undang 

Dasar 1945 Pasal 28 c ayat 2 dan juga bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28 d. Hingga terjadilah sebuah gugatan ke 

Mahkamah Konstitusi untuk memutus perkara Nomor 13/PUU-XV/2017. 

Dan yang awalnya seorang karyawan yang memiliki ikatan darah atau 

seorang karyawan yang hendak melakukan pernikahan dalam satu 

perusahaan yang semulah dilarang oleh perusahaan dan akan terjadi 

pemutusan hubungan kerja apabila seorang karyawan hendak melakukan 

pernikahan dalam satu perusahaan kini setelah keluarnya Putusan tersebut 

seorang karyawan boleh melakukan pernikahan dalam satu perusahaan 

tanpa harus memutus hubungan kerja. 

2. Fikih siyasah dusturiyah megatur mengenai kegiatan kenegaraan yang 

berhubungan dengan perundang-undangan. Dalam permasalahan ini 

masuk dalam siyasah qadla’iyyah dimana sebuah hakim telah memutus 

perkara yang berlaku tentunya kita sangat mendukung dengan keluarnya 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71 
 

isi Putusan tersebut dimana apabila seseorang melakukan hubungan 

pernikahan dalam satu perusahaan tanpa harus melakukan pemutusan 

hubungan kerja. Karena islam menganjurkan antara pekerja dan majikan 

hendaklah saling melindungi satu sama lain tanpa adanya keuntungan 

sepihak atau salah satu pihak yang merasa dirugikan. 

 

B. Saran 

Pada akhir penulisan ini, penulis mengemukakan beberapa saran 

diantaranya yakni : 

1. Seorang pemerintah harus lebih memperhatikan rakyatnya sebelum 

membuat Undang-Undang apakah Undang-Undang tersebut bermasalah 

atau tidak serta merugikan rakyatnya atau tidak, karena seorang 

pemimpin haruslah melindungi rakyatnya dalam segi hal apapun. 

2. Tentunya dengan keluarnya isi putusan ini memberi kebebasan seorang 

karyawan karna tidak terjadi pemutusan hubungan kerja saat melakukan 

pernikahan, namun hendaknya pemerintah tidak perlu menunggu 

rakyatnya untuk berbicara mengenai apa yang dirasa merugikan karena 

seorang pemimpin apabila hak dan kewajibannya telah terpenuhi 

hendaknya memenuhi juga hak dan kuwajiban rakyatnya tanpa harus 

menunggu adanya laporan. 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68 

Daftar Pustaka 

Buku 

Al Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdus salam. Ensiklopedi Imam Syafi’i. 

Al-Qasim, Abdul Malik Ibnu M.Sehari di Rumah Rasulullah. Jakarta: 

GemaInsani, Lampu Islam. 

Asikin, Zainal. 2002. Dasar-Dasar Hukum Perburuhan.Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada. 

Djazuli, A. 2004. Fiqh siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam 

Rambu-Rambu Syariah. Jakarta: Kencana. 

Djazuli, H. A. 2003. Fiqh Siyasah.Jakarta: Putra Grafika. 

Djumadi.1992. Perjanjian Kerja. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

Gaffar, JanedjriM. 2013. Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah 

Konstitusi. Jakarta: Konstitusi Press. 

HR,Ridwan. 2007. Fiqh Politik Gagasan, Harapan dan Kenyataan.Yogyakarta: 

FH UII Press. 

Indrayana, Denny.2007. Amandemen UUD 1945 antara Mitos dan 

Pembongkaran. Bandung: Mizan Media Utama. 

Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqh Siyasah, Kontekstual Doktrin Politik Islam. 

Jafar,  M. Ijma’ Sebagai Sumber Hukum Islam, Islam Futura. 

Jindan, Khalid Ibrahim.1995. Teori Politik Islam Telah kritis Ibnu Taimiyah 

Tentang Pemerintahan Islam. Surabaya: RisalahGusti. 

Kartasaputra,G. 1986. Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila. 

Jakarta: Sinar Grafika. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 
 

Manulang, Sendjun H. 1990. Pokok-Pokok Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia. 

Jakarta: Rineka Cipta. 

Retnaningsih, Ekowati. 2003. Akses Layanan Kesehatan.Jakarta: Raja Grafindo 

persada.  

Sjadzali, Munawir. 1990. Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran. 

Jakarta: UI Press. 

Subekti, R. 2005. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Intermasa. 1. 

Syahuri,Taufiqurrohman. 2011. Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum. 

Jakarta: Kencana. 

Syarifuddin, Amir. 1990. Pembaharuan Pemikiran dalam Islam. Padang: Angkasa 

Raya. 

Toha, Halili. 1987. Hubungan Kerja Antara Majikan Dan Buruh. Jakarta: Rineka 

Cipta. 

Tutik, Titik Triwulan. 2010. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca 

Amnademen UUD 1945. Jakarta: Kencana. 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN : 

Undang-Undang  Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (2) Tentang Bentuk dan Kedaulatan. 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28c Ayat (2) dan Pasal 28d Ayat (1). 

Undang-Undang HAM Pasal 10 ayat (1) dan (2). 

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal153. 

Undang-UndangDasar 1945 

PUTUSAN MK 13/PUU-XV/2017 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

70 
 

Jurnal/Situs Web 

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-

konsep.html 

https://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-

ketenagakerjaan-di-indonesia/ 

Siahaan,Maruarar. Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakkan Hukum 

Konstitusi .Jurnal Hukum No.3 Nol.16 Juli 2009. 

Al- Qur’an : 

An – nahl Ayat 72 

 

http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html
http://rangerwhite09-artikel.blogspot.co.id/2010/04/kajian-fiqh-siyasah-tentang-konsep.html
https://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan-di-indonesia/
https://bplawyers.co.id/2018/06/05/serba-serbi-hukum-perburuhan-dan-ketenagakerjaan-di-indonesia/

	cover.pdf (p.1)
	PERNYATAAN KEASLIAN. FIX.pdf (p.2)
	PERSETUJUAN PEMBIMBING.pdf (p.3)
	PENGESAHAN.pdf (p.4)
	PUBLIKASI.pdf (p.5)
	ABSTRAK.pdf (p.6)
	DAFTAR ISI.pdf (p.7-8)
	BISMILLAH BAB 1.pdf (p.9-27)
	BISMILLAH BAB 2.pdf (p.28-51)
	BISMILLAH BAB 3.pdf (p.52-66)
	BISMILLAH BAB 4.pdf (p.67-77)
	BISMILLAH BAB 5.pdf (p.78-79)
	Daftar Pustaka.pdf (p.80-82)

